
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAJT
BUPATI PAI}IEKASAN

NOMOR 14 TAHUN 2OL4
TENTANG

PENJABARAIT TUGAS DAJY FUNGSI
BADAJT PELAI(SAIYA PENYT'LUIIAN PERTAITIAII,

PERII(ANAN DAII KTHUTAITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Meaimbang

Menglngat

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
7 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran T\rgas dan Fungsi Badan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun L999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84a\
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6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAO Nomor 92, kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a66Ah

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL
Nomor 82 Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 523a1;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45781;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a59a\
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L1;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OA9 tentang
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5018);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaim€rna telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2O1O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 537;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Pen5ruluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2OL4 Nomor 2);
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Meaetapkan :

MEMUTUSKAIT:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PEI{YULUHAN
PERTANI,AN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETEITTUAIT I'}IUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Parnekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan.

5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K
adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Pamekasan.

6. Kepala Badan adalah Kepala BP4K.
7. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, ymg

selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses
pembelqiaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha
agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi
pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya,
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya
serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian
lingkungan hidup.

8. Penyuluh pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut
penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, da1 hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang pada satuan organisasi
lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk
melakukan kegiatan penyuluhan.

9. Pertanian yang mencakup tanarnan pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan, yang
selar{utnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan
yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,
pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan
sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang
sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi,
modal, tenaga keq'a dan manajemen untuk
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagr
kesejahteraan masyarakat.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan
dan lingkungannya secara berkela4iutan, mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem
bisnis perikanan.



1 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut
paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
yang diselenggarakan secara terpadu dan
berkelanjutan.

l2.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.

l3.Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak,
nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta
keluarga intinya.

14.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara
Indonesia atau korporasi yang dibenhrk menurut
hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian,
perikanan, dan kehutanan.

15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TI'GAS DAI TUNGSI

Bagiaa Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas :

a. men3rusun kebijakan dan programa penyuluhan yang
sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan
provinsi dan nasional;

b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan
mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha;

d. melaksanakan pembinaan pengembangan kedasama,
kemitraan, pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan,
sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi
kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama
dan pelaku usaha; dan

f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku
usaha;

b. pemberian kemudahan akses pelaku utama dan pelaku
usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber
daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan
usahanya;



c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial,
dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d. fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam
menumbuhkembangkan organisasinya menjadi
organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi,
produktif, menerapkan tata kelola benrsatra yang baik,
dan berkelanjutan;

e. pemberian bantuan menganalisis dan memecahkan
masalah serta merespon peluang dan tantangan yang
dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam
mengelola usaha;

f. penumbuhan kesadaran pelaku utama dan pelaku
usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;

g. pelembagaan nilai-nilai budaya pembangunan
pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mqju dan
modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang hrgas dan fungsinya.

Bagiaa Kedua
Sekretarie

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan
umum, perlengkapan, kepegawaian, program,
perencanaan, pelaporan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan surat rnenyllrat, kearsipan dan pembinaan
ketatalaksanaan;

b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan
inventaris kantor;

c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan
kantor;

d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya
peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;

e. penyiapan dan pengolahan data dalam penJrusunan
prograur;

t. pengkoordinasian dalam penJrusunan laporan;
g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan

serta pertanggungiawaban pelaksanaannya; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepa-la

Badan sesuai dengan bidang tugas dan fr;ngsinya.

Paragraf 1
Sub Bagtaa Pereacanaan daa Pclaporar

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas :

a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk
bahan pen5rusunan perencanaan program;



b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis
dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan
perencanaan program;

c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan
penyusunan laporan pelaksanaan program;

d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan
program;

e. merumuskan dan men5rusun laporan pelaksanaan
program; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf2
Sub Bagian Kouaagan

Pasal 7

Sub Bagian Keuang€rn mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menJ rsun rencana anggaran
belanja, serta mengelola administrasi keuangan;

b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
c. menyusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagl,an Umun daa Kepegawalan

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha
pimpinan;

b. melaksanakan urusan surat men5rurat, pengetikan,
penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan
dan inventaris kantor;

d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan
kebersihan kantor;

e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan
administrasi perjalanan dinas;

f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan
pengadministrasian barang;

g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan
karier pegawai serta usaha peningkatan mutu
pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan
pegawai;

h. menyiapkan data., mengolah, menJrusun dan
memelihara administrasi kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kettga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 1O

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlian.

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
I{SIENTUAN PEITUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 nprtl 201{

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Hel 2ot4

SEKR DAERAH,

,

(RETARIS

Q.
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI4 NOMOR 9A


